WP R S T T - @ -oee
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pémerintah Kabupaten Bekas:
Diesa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp, 021-8997 0065, 02 [-8997 (0E0 — Website 1 www bekasikob, go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/gaa /[ II /SK - TK/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ BUNDA ALESHA “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang » a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyvarakat
dan Pemerintah,

b. bahwa wuntuk meningkatkan partisipasi masyarakat delam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yavasan BUNDA CAHYA
ALEZHA beralamat di Perum. Citra Swarna Permai 2, N1/15,
Ds/Kel. Samudera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi telah mengusshakan didirikennya Taman Kanak-kanak
[TK] BUNDA ALESHA;

¢. bahwa Yavasan BUNDA CAHYA ALESHA telah memililka semua
persyaratan untuk program tersebut diatas;

wa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a,
dan ¢ tersebut diatas dipandang perlu adanva lzin Operasional
man HKanak-kanak (TK] BUNDA ALESHA, vang ditetapkan
gan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
layanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Bekasi.

Mengingat . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang BSistem
Pendidikan Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemenntah Pusat dan Daerah;
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Menetaplkan

PERTAMA

KEDLUA

KETIGA

KEEMPAT

NETSE AR SRR T T - i) - 022

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada !

Mama Yavasan : Yavasan BUNDA CAHYA ALESHA
Alamat : Perum. Citra Swarna Permai 2, N1/ 15,

Ds/Kel. Samudera Jaya, Kec. Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-

kanalk :
Nama Sekolah : TH BUNDA ALESHA
Alamat ' Kp. Keramat RT.001 / RW.006 No. 40,
Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 /£ 2019

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar
ulang (registrasi] sctiap awal tahun pelajaran.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada dikitum pertama,
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya,

1. Bup.'a‘r:l El-elcam.
2. Hepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekas:;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:
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3. Feraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerntahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Provinsi dan Pemerintah Daerah Eabupaten/Kotsa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 24 Tehun 2006 tentang
Pedoman Pelayvanan Terpadu Sarn Fintu;

5. Keputusan Menteri Pendidiken Nasional Republik Tndonesia
Nomor 060 /U 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

b. Kepumsan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan BSatuan Pendidikan Dasar dan
Mencngah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor T Tahun 2007 tentang
Pedoman Penvelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;

%, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Provins: Jawa Barat:

9, Peraturan Daerah Kabupsaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daeral Kabupaten
Bekaszi,

11, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinen Terpadu Kabupaten
Bekasi:

raturan: Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang
ubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun
10 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan
bagan Kewenangan untuk Menangam: Sebagman Urusan
onomi Daerah di Kabupaten Bekasi,

Memperha 1. Akta Notaris : MOH. YASIN, SH..M.Kn
Tanggal 18 April 2017
MNomor t=0Z-

Tentang Pendirian Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekelah

Swasta.
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Belasi Nomor ; 420/350,/PAUD-

Dikmas/Disdik/2018, tanggal 22 Februari 2018,
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESLA

Menirmibana

Menatapkan
KESATU

EEDUS,

NOMOR AHU-0007055,AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRLAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA

. & Bahwa berdazarkan Permaohonan Motaris MOH, Ya5IN, 5H.. M.EN | sesual Akta

Motaris Nomor 02, tenpgal 18 April 20017 yarg dibuat oleh Notaris MOH. YA5IN,
SH.. M.EN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDE CAHYA ALESHA
tangaal 18 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran S007041832100965 telah
susudi dengan persyaratan Pengesahan Badan Hikum Yayasan;

b Bahwa berdagarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunef a, peru
menetapkan keputusan Menter! Hukum dan Hak Asasi Manugia tentang
Pengesanan Badan Hukem Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA

MEMUTUSKAN:

Mermbenkan pengesahan badan Hukum:

YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA

berkededukan df KABUPATEN BEKASI sesual Akta Motarizs Momor 02, tanggal 18
April 2617 yang dibuat oleb Motaris MOH YASIN, SH, M.EN berkedudukan di
FASUFATEN BEEASI,

! Beputesan ind berlaku sejak tanggal ditetapkan

Apabila ternyata dikemudign har terdapat kekelruan maka akan diperbaiki
sebagamana mestinya danfatay apabila terjadl kesalahan, keputusan ini akan
dEatalkan atau dlcabut,

Entetapkan di jakarta, Tanggal 18 April 2007

a.r. MENTERI HUIKLEM Dkl HAK A5SAS! MARUSIA
REFUBLEE INDONESIA
MREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUELS
LLIM,
Tl

DR. FREDDY HARRIS, 5H, LL.M, ACCS,

OICETAK PADM TANGGAL 18 April 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-D008465. AH.01.12. Tahon 2017 TANGGAL 18 April 2017




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
HOMOR AHU-0007055.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA

1 keegyaan awal: Rp. 10000000
2. Pendiri Yayasan

HAMA WO KTP / PASSPORT
SR ELISWIAYANT), SF 6031 3AG06IL0010
DEDY SUMITRD, 5T 3603121412800010
3, Susunan Orgen Yayasan
HAMA MO |  ORGAN JABATAN
KTR/PASSPORT YAY &S AN
DA PUEASTUTI AEBIT25107TE0009 PEMBINA, KETLA
DEDY SUMITRY, 5T 36GITZLA12A00010 PENGURLS KETUA
TARMIYATI, M.BD ALTHI05F07500004 PENGURLS SEXEETARIS LMUM
TRIYULIASTANTE AG0I124507 760011 PENGURLIS  SEERETARIS
ARIELISWIATANTI, SE SR 1295 0GA400 10 PENGLIALIS HENLAHARA
NURMIAT] 317 2036506630009 PENGAWAS KETLA
Diretapkan ol Bkarta, Tanggal 18 Agni 2017

DICETAK PADA TANGGAL 18 Apnl 2017

.1, MENTERE HUEUM DAN HAK ASAS] MANLISLA

REPUBLEK INDOUMES]A

CIREETUR [ENDERAL ADMINISTRASI HUELIM

LIMILIM

lr._:_:_-,.-"" d_.-:-"‘_'__
L 5;:

DR. FREDDY HARRIS, SH, LLM, ACCS,

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008469,.AH.01.12. Tahun 2017 TANGGAL 18 April 2017
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